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_ Bantuan Hukum dan peradt!an
pidana’’ ‘adalah satu nafas dalam
praktek penegakan hukum, atau da-
pat juga disebut dua sisi dari ma-
ta-uang (coin) yahg sama. Arti-
nya bantuan hukum da!am suaiu
proses peradilan pidana tidak dapat

dilepaskan, dihindarkan apalagi diti-

adakan sama sekali. Ini adalah
salah satu norma dasar dari puncak
perjuangan (struggle) penegakan hu-
kum vang terus menerus dari pe-
juang hak-hak asasi manusia yang
secara simultan berlangsung dalam
dunia yang beradab. Sebab masa-
lah peradilan pidana {termasuk ban-
tuan hukum) dalah termasuk, seba-
gaimana juga disebut dalam UUD
1945, masalah ''kemanusiaan yang
adil dan beradab’’.

Apabila kita sekilas melihat ke-
belakang (flash back) tentang per-
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juangan “Kemanusiaan yang adil
dan beradab” itu hingga mendapat
tempat dalam sejarah, apa ‘yang
dicatat Oieh THOMAS HOBBRES
dalam bukunya LEVIATHAN
(1651) V' tentang hak-hak “alami

dan hukum alam ‘dapat kita jadi-
kan sebagai milestone, HOBBES
menggambarkan hak alami itu seba-
gai Homo homini Lopus : dimana

setiap orang mempunyai kuasa
dengan sendirinya akan nae'h’ia_'di.
penguasa terhadap yang lain dima-
na ia dapat memaksakan segala
sesuatu pada fihak lain tersebut
tanpa konsekwensi apapun. =

Karena hal ini sudah jelas meru-
pakan ancaman bagi kemanusiaan,
maka secara berangsur-angsur tim-
bul naluri untuk hidup {survival)

dari banyak orang. Perubahan
persepsi ini, yang mengandung ni-
lai-nilai kemanusiaan, oleh para-il-
muwan dicatat. sebagai bentuk hu-
kum alam vang pertama, S
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iy ..-53-'_:Aga}mya tuntutan-akan perlin-
dungan kemanus:aan ‘yang debih
* berhasil itu menjadi’ kebutuhan
_yang_ sangat. penting, karena masya:

re.,at'_t:dak berhent] hanya sampai
- _pada ‘hahwa setiap ‘orang msmpu-,
o '._ﬂya: naiun untuk hidup saja; - Ji- -
- -kahanya -sekedar naluri-maka ti-
~dak mustahil juga akan. selalu ber-

‘benturan kepentingan yang aki-
' 3;_5%(81’1 sama keadaannya dari
masa éebeiumnya ‘Oleh karena itu,

: muiaiiah :ada kesadaran untuk mem-
batasi.. kebebasannya {kemerdeka-
annya)-dalam melakukan tindakan

~thubungen) apapun, asalkan ;orang
yang Jdain juga berlaku sama, Ada-

‘nya kesadaran ini adalah pening-
katan, perhatian pada nilai kema-
nuéiaan dan oleh para  ilmuwan
dlcatat sebaga: bentuk hukum alam
yang kedua _

.. Bentuk. hukum dan hukum
;alam._yang kedua .ini. secara muta-
tis. . mutandis kurang lebih sama
dengan lembaga perjanjian (kon-
trak) dari hukum perdata {privaat)
kita sekarang., Oleh karena itulah,
dimana suatu janji dapat setiap
waktu - dapat dilanggar {(wanpres-
tasl}, maka sampai pada tahap
“kesadaran untuk saling membatasi
kebebasan” belumlah memadai un-
tuk mengamankan (to secure) exis-
tenst kemanusiaan dari setiap indi-
vidu, Maka diusahakan, kesadaran
ttu ditingkatkan pada tzshap vang
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lebih. maju, - yaitu- kesepakatan un-
Atk menyerahkan -hak-hak a!ami
individa
- atau instutisi yang untuk dan atas
“nama khalayak boleh memak sakan
y __{enforcmg) untuk saling membatasi
{menghormati}
individu ataupun masyarakat,
- Jadi.dengan kata lain, pada orang/
institusi ity - dlber:kan Kuasa: gleh

it ketarzgan sesenrang

kebebasan settap

khalayak ‘secara sukareia hak_-" ke-
wenangan) untuk’ mehndungs kebe'
basan (kemerdekaan) setiap orang
Dan kita ketahui kemudian, ajaran
inilah yang mendasari terbentuknya
NEGARA dengan segala variasi dan
bentuk-bentuknya yang kita kenal
sek:arang; vang mengurusi ber_bagaé
banyak hal, disamping perlindungan.
kebebasan manusia termasuk pula
kesejahteraan {welfare). Antara la-
in: sarjana yang banyak menulis
mengenal negara ini ialah JJ. ROS-
SEAU, | it

Dalarm kaitan tentang “kemanu-
siaan vyang adil dan beradab’:
JJ. ROSSEAU dalam tulisannya
vang klasik membedakan anisra
yang memegang Kedaulatan dan
institusi (badan) yang melaksana-
kan kedaulatan itu. Dikatakan
bahwa persoalan kebebasan dan
kemanusiaan adalah persoalan (ke-
tegangan) antara pemegang kedau-
latan dan pelaksana kedaulatan.
Dan kenyataan menunjukkan, bah-
wa yang paling mungkin melaku-
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kan. :ﬁéianggaran kebeba'éan itu ada-
lah pelaksana kedaulatan,:

latan. hanya: merumuskan “sampai
nada. ke%‘endak umume dan “bagai-
mana’ kehendak umum=itu diatur
dan ' dijalankan ‘menjadi persoalan

- pelaksana kedaulatan semata-mata.

-Ban: dalils ;nsiah dalarm kem;ataan

'-.sumber dan segaia maca%ah per--'

"_imdungan hak azas: sehmgga me-
_ mertukan ;aerjuangan yang’ temsw
menerus sampal saat ini: gt

Perjuangan hak azasi vang per-
nah-dicatat, pertama. kali, dimulai
dari pergoiakan antara kaun gereja
'dan bangsawan sebaga! ke%as me-
ﬂengah me[awan raja, uniuk mem-
pero!eh jaminan dari undakan se-
mena-mena terhadap kepen‘cmgan
mereka dxbawah kekuasaan seorang
raja. Per;uangan in dimenangkan
oleh “kaun gereja dan bangsawan
tersebut, yang ditandai dengan di-
tandatanganinya piagam - Magna
Charta pada tahun 1296 di Inggeris.
Penandatanganan piagam ini dike-
nali sebagai salah satu kemenangan
perjuangan hak azasi yang pertama
dalam sejarah barat.

Rerturut-turut tercatat lagi da-
lam  ssjareh, kemenangan-keme-
nangan dari perjuangan terus-mene-
rus yang penuh dengan kesabaran
dan pengorbanan. Misalnya Peti-
tion of Rights (1628) ketika ma-
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.- Sebab
mdlwdu individu pemegang kedau-

'&ﬁ of Right {1692) :

tion - 0‘? nghts (1628} ketika. ma-

5. Raja CHARLES 1. di. lnggris

Petlss :m d;anggap se%:aagat keme-.
nangan. partemen (house of com-
mcr} a‘cae kebebaean terhadﬂp raja, '
-Declaration

indepenﬁeme {USA) ‘%??8
dengan latar -belakang imigran-Ero-:

pah di Ameraka merasa. tertmdas _
oleh Pemarm’cah inggr;s 2,
ration des Droit de | Hamme et‘-'

Dec§a~ .

du citojen (pemya‘taan hak-hak aza-
si ‘warga “negara) .di Perancis: pada
tanggai 13 September 1788 :

Dan per;uangan yang ‘eerakhsr
dar; perimdungan “hak-hak 32331
manuma itu jalah berhabllnya M@;e-
lis Umum PBB ~pada tanggal 410
September 1940 menerbitkan “&”ha
Universial Deciarataon of Humam
Rights berikut kovenan»kovenaﬂ~
nya.: Covenant .onf Civil and Po-
litical Rights (1966},  Dokumen-
dokumen penting tentang hak-hak
azasi - ini sering disebut dalam
praktek sebagal The International
Bill of Human Rights, yang pada
pembukaannya di ikrarkan oleh
bangsa-bangsa yang tergabung da—
lam PBB sebagai berikut :

"This Universal declaration of
hurman rights as common ‘stan- ...

dard of eachievment for “all
peoples and all nations, to the
and that every individual and
every organ society, keep this
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-#Dalarm : The: Internasional. Bill
@f ‘Human -Rights dikenal azas-
azas! sepem %QU@EEW befma the
Haw, fair ‘trialy: presump‘twﬂ of
mnacent due: ‘prosess.iof: law
_Eegaietas pemngaman kembain saebns
Lin: sdEm dan, setemsnya .yang se-
muanya sebaga;mana kﬁa temukan
~ :dalam .. but:rbut:r ketentuan
g KUHAP
PERADILAN PIDANA

" Buatu proses peradlfan pldana
sesungguhnya juga merupakan per-
juangan ‘‘kemanusiaan yang adil
dan beradab” (atau sering dise-
but hak-hak azasi manusia}. Oleh
karena itu pulalah. berbicara pro-
- 588 peradiian pldana dan bantuan
hukum tidak bisa d:iepaskan dari
‘pembicaraan  tentang hak azasi.
Peradilan Pidana dan bantuan hu-

kum adalah salah satu aspek dari
perjuangan hak-hak azasi manusia,

Suatu peradilan Pidana dimulai
apabila ada suatu peristiwa yang
dilakukan oleh orang tertentu, di-
mana peristiwa ity menurut hukum
pidana adalah tindakan yang dapat

diancam dengan sanksi pidana (hu-

kuman}. Dengan perkataan vang
lebih teknis, tindakan ity meliputi
unsur-unsur, adanya tindakan yang
dapat dihukum ; tindakan tersebut
bertentangan dengan hukum ; pela-

"untuk ‘menuntut seseorang b

kunya dapat dmuxum ﬁeerekemg
vatbaar) ‘dan ‘dapat dipertanggung
jawabkaﬂ (Saaachad Kartanegara,

1@5) B

J:ka ha! hai tersebut dnatas tér-
:penuh; maka pada saat itu t;mbulah.‘
“hak (kewenaﬂganwarat pemenntah

:_ s_arkan hu kum Dan bagaimana

.kewenangan manumut stu dil

_ nakan untuk kemudlan mendapat~

kan suatu putusan (Pangadn! _
diatur dalam suatu peraturan hu-
kum tertentu, vang disebut hukum
acara - padaﬂa {(WIRJONO PRODJO '
DIKORO, 1974},

_Dengan demikian, peradilan pi-
dana itu adalah suatu rangkaian
peraturan-peraturan yang memuat
bagaiména cara badan-badan peme-
rintah yang berwenang seperti Ke-
polisian, Kejaksaan dan Pengadilah
termasuk - lembaga-pemasyarakatan
harus bertindak guna mencapai
tujuan peradilan pidana itu.

Seperti diketahui tujuan ter-
akhir dari peradilan pidana itu
adalah menentukan kebenaran dan
keadilan berdasarkan ke Tuhanan
Yang Maha Esa, melalui tahapan-
tahapan proses yang meliputi tiga
tahapan juridis yakni ({1} proses
pendahuluan, (2) proses penuntut-
an {3} proses pengadilan dan pe-
laksanaan putusan {pemasyarakat-
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. --wajsban pembukuan _
g Upaya hukum S 87", 244, . 39 B ' -
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Secara sederhana ;awabah da- penegak hukJm vang berw ang

'waban yang dimemukan dari’ setiap

pertanyaan- pertanyaan ‘vana diaju-

+kan’ terhadap apakah - pemeriksaan
-dilaksanakan sesuai dengan ketentu-
" an -tersebut -diatas; adalah -meru-

pakan . -indikator ..bahwa . apakah.

:bantuan hukumn tidak berperan atau
___t;dak d;beﬂ kesempatan untuk ‘ber-

peran dalam proses tersebut Se
!an;utnya darl mdtkas: tndikas: ini
dapat dttar:k suatu konkfum Dan

‘sudah’ 1amak dari pengataman bah-
wa. realisasi atas hak-hak ‘tersebut

tidak: selalu berjalan secara mekanik
dan sering melalui proses benturan-
benturan yang keras. Oleh karena
ity usaha merealisasikan hak-hak

Jitu ‘dalam  praktek menjadi tugas

penting dari orang/kelompok pem-
beri -bantuan hukum secara terus-
menerus, baik ‘dalam proses pen-
dahuiuan, penuntutan, pengadilan
dan pelaksanaan hukuman.

{1) Proses Pendahuluan.

Proses ﬁendahuiuan dari suatu
peradilan pidana adalah proses
awal vyang dilakukan oleh aparat

wyaiturKepolisian Negara, vang dapat_

me!aksanakan peny;d;kaﬂ da'
@eny:dikan Tu;uan utam' dara
proses ini aciafah agar: syatus ke}a-
hatan.atau peianggaran yang, mr;adl

_akan menjadi terang.dan.-jelas:ter-

sangkanya melalui usaha-usaha pe-
ngumpulan  bukti-bukti yang '.'d'ii_a-
kukan, : :
Rangkalan usaha mengumpui-
kan bukti-bukti ini harus dtiakukan
menurut cara-cara. yang diatur da-

jam  KUHAP dan sebagai tanggung
jawab hukum dari setiep tindakan-
tindakan tersebut harus dibuatkan
herita acara (pasal 75 KUHAPL

Sehab untuk memperoleh. bukti-
bukti ini Kepolisian Negara terse-
but dapat menjalankan upaya-upa-
ya paksa berupa menyuruh
berhenti seorang tersangka dan me-
meriksa tanda pengenal diri: ter-
sangka, melakukan penangkapan,
penahanan, penggeledahan dan pe-
nyitaan : melakukan pemeriksaan

dan penyitaan surat ; mengambil

sidik jari dan memeotret seseorang;
memanggil orang untuk didengar
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"_:'an gﬁengadzEan _nngen

" dalam  satu

ranglkaian

bukiikan dengan alat-alat

o :jika .'haéii?' pen?idikah..{berkas

} perkara) telah memenuhi. persyarat-
o an . maka daiam waktu

segera
MU harus membuat
__Dan_ surat dakwa-

pe"%untm .
surat da&waan.

an, dahulu "daiam HIR disebut su-
rat - t@!akan {acte - van verwuzmg}
falah surat penunjukan kegmrsadang

d:mana Pe-
| ' Umum menun;uk ‘atau
mermbawa satu parkara pidana ke

'ﬁmgadﬂaﬂ anabila’ sukup alasan

uniik mengadakan tuniutan terha-
dap tersangka ‘yvang memuat peris-

~yiwaeperistiwa-dan keterangan me-
‘ngenal wakiu dan tempat dimana
'pé?buamn dilakukan

{pasal 143
ayaa Z KUHAPYL '

5 Surat dakwaam ini dilimpankan
Penuntut  Umum ke  pengadilan
: surat yang. disebut
"syrat pelimpahan perkara” yang
dikirirn beserta surat dakwaan dan
berkas parkara.

Tindakan meiaksanakan penun-
tutan disidang pengadilan adalah
usaha-usana penuntut
urmiem  untuk membacakan, mem-
brsheti
vang sah surat dakwaannya.
Disamping itu, melakukan tangkis-
an-tangkisan atas sanggahan Terdak-

wa atau Penasehat Hulkum tapi

bukan “memaksakan keyakinannva
tanpa bukii”. Sebab tujuan akhir
dari penuntutan ialah -juga unfuk

.'menvakmkan bahwa kea{jlian dan

kebanaran duegakkan bukan ntuk

_semaia ‘mata menghukum Terdak»

wa atau Penaseﬁaa Hukum céapaz
meagamkan keberamanﬂya fe en-
sa), sebeium Panuniut Umum e:’aggraer

sal ;68 KUHAP} dalem per -;;c;
saan.,  Sslanjutnya men ga;' an
pem%*e%aaﬂ mie;d@aa) setelab ¢
sitoir {tuntman hukum) Penumut
Umum. i

{3} ?mg% ?m@g&d ilan

Tindakan hukum dalam %mp
an ini adalah mengadili, veng: di-
selenggarakan oleh Pengadilan {Ha-
kim}. . Mengadili adalah rangkai-
an tindakan Hakim untuk .mense-
rima, memsariksa dan memiitus per-
kara pidana berdasarkan azas, &ﬁbas
jujur dan tidak memihak di sidang
pengadilan dalam hal dan menurut
cara yang diatur aleh KUHAP [pa-
sal 1 butir 8 KUHAP). Putusan
Pengadilan adalah pernyataan ha-
kim vyang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka vang dapat be-
rupa pemidanaan atau bebas'."aftau
lepas dari segala tuntutan hukum
{pasal 1 butir 11 KUHAP). :

Selanjutnya putusan pengadilan
ini harus dijalankan {eksekusi} oleh
Penuntut Umum karena hal Ini






Dan bantuan hukum dalam ak-
'tuaiasassnya ‘harus disrahkan pada
“hal-hal tersebut diatas. i
.merupakan salah " satu tugas dan
kewajibannya menurut © KLIHAR,
‘Pelaksanaan putusan Ini bertempat
-d‘_ Eem&aaga pemasyarakatan diba-

Secara ringkas proses pembinaan seerang terhukum |narapidans! vang sast inl dilskuken oleh lembaga-
{embaga pemasyarakatan gdalah seperti digambarkan skema berikut

FHOSES PEMBINAAN NARAPIDANA *)

aparat lembaga pemasvarakatan,_ .
- Menurut - konsepsinya seorang ter-
'E’u..kum ‘diawasi dan dibma seiama

vga%* pengawasan dan pemb aan

masa hukumannys . agar keéak bs-
sa memasyarakat kembali. - :
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